BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS (SK3)
PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI

STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS (SK3) PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI yang

terkait dengan Peraturan yang diperiukan, diantaranya :

1} UU Nomor & Tahun 1981 tentang KUHAP
2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2]

UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

[ -
Pt . T

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang

o

Mahkamah Agungt;

7) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 fentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

8) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kenstitus;

9) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

10} UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

11) UU Nomeor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia;

12) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

13) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

14} UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

15) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang;

16) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

17) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

18) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

19) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

20) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



21) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;

22) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri:

23) Putusan MK Nomor 130/2015 tentang SPDP 7 hari diberikan kepada tersangka;

24) SEMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kerugian Negara dinyatakan oleh BPK Rl;

25) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

26) UU Nomor 28 Tahun 1999 fentang Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN:

27) Putusan MK Nomor 21/PUU-Xil/2014 tentang Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan;

28) Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang sanksi bagi Korporasi;

29) UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi;

30} Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

31) UU Nomor 21 tahun 2011 tentang 1JK;

32) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan kewenangan pusat
pelaporan dan analisa transaksi keuangan.

Jakarta, 14 Maret 2017 __
a.n. DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Paraf konseptor:

/Bjry
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ABA - TTK  REF TTK DUA

SATU  TTK
DUA TTK
TIGA TTK
EMPAT  TTK
LIMA TTK
ENAM ~ TTK

TGL.245-2016

PP NO 58 THN 2010 TTG PRBHAN ATAS PP NO 27 THN 1983 TTG PELAKS
KUHAP TTK

PERKAP NO 21 THN 2010 TGL 14 SEP 2010 TTG SOTK POLRI PD TK MABES
POLRI TTK

PERKAP NO 22 THN 2010 TGL 30 SEP 2010 TTG SOTK POLRI PD TK POLDA
TTK

ST KABARESKRIM POLRI NO.POL. ST/B20/VIIf2009 TGL 13-7-2003 TTG
KEWENANGAN  PENANDATANGANAN KEP PENYIDIK DAN  PENYIDIK
PEMBANTU POLRI TTK

ST KABARESKRIM POLRI NO :ST/202/VII112011 TGL 18-8-2011 TTG PROSEDUR
PENERBITAN KEP PENYIDIK DAN PENYIDIK PEMBANTU POLRI TTK

ST KABARESKRIM POLRI NO :ST/A403/VI2015 TGL 1-7-2015 TTG MASA
BERLAKU KEP PENYIDIK DAN PENYIDIK PEMBANTU TTK

3BB TTK  SEHUB REF TSB DI ATAS KMA DIBERITAHUKAN KA/DIR ALAMAT BHW DLM PENERBITAN KEP
: PENYIDIK DAN PENYIDIK PEMBANTU POLRI AGAR MEMPEDOMANI HAL SBB TTK DUA

SATU TTK.....



2 SURAT TELEGRAM KAPOLRI
NOMOR ST/ 124 NVI2016
TANGGAL: %Y 52016

SATU TTK  SATKER YG DPT MENGAJUKAN KEP PENYIDIK ADLH SATKER PENGEMBAN
FUNGSI PENYIDIKAN ANTARA LAIN TTK DUA

AA TTK RESKRIM POLRI TTK

8B TTK KORLANTAS POLRI TTK

CC TTK DITSABHARA BAHARKAM POLRI TTK

DD TTK DITPOLAIR BAHARKAM POLRI TTK

EE TTK DENSUS 88/AT POLRI TTK

DUA TTK  SYARAT PENYIDIK POLRI TTK DUA

AA - TTK BERPANGKAT MIN IPDA DAN DIK PALING RENDAH SARJANA
DIBUKTIKAN DGN KEP PANGKAT TERAKHIR DAN IJAZAH
SARJANATTK

BB TTK DINAS DI FUNGSI PENYIDIKAN MIN 2 TAHUN SCR
KUMULATIF DIBUKTIKAN DGN DRH TTK

CC TIK IKUT DAN LULUS DIKBANGSPES FUNGSI PENYIDIKAN
DIBUKTIKAN DGN SERTIFIKAT DIKBANGSPES TTK

DD TTK SEHAT JASMANI DAN ROHANI DIBUKTIKAN DGN SURAT KET
DOKTER TTK

TIGA TTK  SYARAT PENYIDIK PEMBANTU POLRI TTK DUA

AA - TIK BERPANGKAT MIN BRIPDA DIBUKTIKAN DGN KEP PANGKAT
TERAKHIR TTK

BB  TIK DINAS DI FUNGSI PENYIDIKAN MIN 2 TAHUN SCR
KUMULATIF DIBUKTIKAN DGN DRH TTK

CC TIK IKUT DAN LULUS DIKBANGSPES FUNGSI PENYIDIKAN
DIBUKTIKAN DGN SERTIFIKAT DIKBANGSPES TTK

Db TIK SEHAT JASMANI DAN ROHAN] DIBUKTIKAN DGN SURAT KET
DOKTER TTK ‘

EMPAT ~ TTK  KEWENANGAN PENANVDATANGANAN KEP PENYIDIK TTK DUA
AR TTK PERS DGN KEPANGKATAN KBP KE ATAS TANDA TANGAN

KEP OLEH KAPOLR! DAN PETIKANNYA OLEH KARORENMIN
BARESKRIM POLRI TTK




3 SURAT TELEGRAM KAPOLRI
NOMOR _: ST/ 2} IVI2016
TANGGAL: 4 52016

BB TIK PERS DGN KEPANGKATAN AKBP DAN KP TANDA TANGAN
KEP OLEH WAKAPOLRI AN KAPOLRI DAN PETIKANNYA
OLEH KARORENMIN BARESKRIM POLRI TTK

cC TIK PERS DGN KEPANGKATAN IPDA SD AKP TANDA TANGAN
KEP PD TK MABES POLR! OLEH KABARESKRIM POLRI AN
KAROLRI DAN PETIKANNYA OLEH KABAGBINFUNG
ROREX IMIN BARESKRIM POLRI KMA PD TK KEWILAYAHAN
TANDA TANGAN KEP OLEH KAPOLDA DAN PETIKAN OLEH
DIRRESKRIMUM POLDA TTK

LIMA TTK  KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEP PENYIDIK PEMBANTU TTK DUA
AR TIK PERS PD TK MABES POLRI DGN KEPANGKATAN BRIPDA SD
AIPTU TANDA TANGAN KEP OLEH KABARESKRIM POLRI AN
KAPOLRI DAN DPT DIDELEGASIKAN KPD WAKABARESKRIM
POLRI KMA PETIKANNYA OLEH KABAGBINFUNG RORENMIN
BARESKRIM POLRITTK
BB TTK PERS PD TK KEWILAYAHAN DGN KEPANGKATAN BRIPDA SD
AIPTU TANDA TANGAN KEP OLEH KAPOLDA DAN
PETIKANNYA OLEH DIRRESKRIMUM POLDA TTK
ENAM  TTK  MEKANISME PENERBITAN KEP TTK DUA

AA - TIK SATKER TK MABES POLRI MENGAJUKAN PERMOHONAN
PENERBITAN KEP PENYIDIK KPD KABARESKRIM POLRI TTK

BB  TiK SATKER TK KEWILAYAHAN MENGAJUKAN PERMOHONAN
PENERBITAN KEP PENYIDIK MELALUI DITRESKRIMUM
POLDA UTK KMD OLEH DITRESKRIMUM DITERUSKAN KPD
KABARESKRIM POLR!I ATAU KAPOLDA SESUAI DENGAN
KEPANGKATAN PEMOHON TTK

cC TIK SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KEP DILAMPIRI DGN
DAFTAR NAMA PERS PEMOHON DGN FORMAT MATRIK SBB
TTK DUA
SATU  TTK NOTIK
DUA  TTK NAMATIK
TIGA  TTK PANGKAT/NRP TTK
EMPAT TTK JABATANTTK

LIMA  TTK DIKUM TERAKHIR TTK

ENAM  TTK.....




4 SURAT TELEGRAM KAPOLR!
NOMOR :ST/123! N/2018
TANGGAL: 29 59015

ENAM  TTK DIKBANGSPES/DIKJUR TTK
TUJUH TTK LAMA DINAS D! FUNGSI PENYIDIKAN TTK
DD TTK DOK BUKT! PENDUKUNG SBGMN TERSEBUT PD BUTIR BBB
POIN DUA DAN TIGA KMA DISIMPAN PD SATKER PEMOHON
TTK
TUWUH  TTK MASA BERLAKU KEP TTK DUA

AA  TTK KEP BERLAKU SELAMA PERS YG BERSANGKUTAN
BERDINAS PD FUNGS| PENYIDIKAN TTK

BB TTK KEP TDK BERLAKU APBL PERS YG BERSANGKUTAN TELAH
BERAKHIR MASA DINASNYA SBG ANGGOTA POLRI TTK

CC  TTK KEP TDK BERLAKU APBL PERS YG BERSANGKUTAN
MENGALAMI PERUBAHAN GOL KEPANGKATAN (BINTARA
KMA PAMA KMA PAMEN DAN PATI) TTK

DD TTK DLM HAL PERS YG SDH MEMILIKI KEP MUTASI KE SATKER

DLPN TTK PERS DGN STATUS BKO BERLAKU KETENTUAN SEPERT! TSB DLM ST NI
TTK

CCC TTK  STINI BERSIFAT JUKRAH UTK DILAKS TTK

00D TTK  DUM TTK HBS




PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

SISTEM PEMBINAAN KARIER ANGGOTA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

KEPALA KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam upaya meningkatkan profesionalisme,
peningkatan kinerja, keahlian dan keterampilan serta
motivasi sumber daya manusia Kepolisian Negara
Republik Indonesia pada setiap satuan kerja diperlukan
sistem pembinaan karier anggota Polri yang sistematik,
terencana, selaras dengan kompetensi sesuai kebutuhan
organisasi;

bahwa setiap Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia mempunyai hak yang sama dalam pembinaan
karier sejak penempatan pertama, penempatan lanjutan
sampai dengan pengakhiran dinas pada setiap tahapan
atau jenjang jabatan berdasarkan kompetensi dan
integritas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang
Sistem Pembinaan Karier Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia;




Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4168);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TENTANG SISTEM PEMBINAAN KARIER
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud

dengan:

1:

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan
penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
Sistem Pembinaan Karier yang selanjutnya disingkat
Sisbinkar adalah pola karier dalam penggunaan Anggota
Polri meliputi penugasan, mutasi, jabatan dan
kepangkatan.

Pola Karier adalah pola pembinaan Anggota Polri yang
menggambarkan alur pengembangan karier yang
menunjukan keterkaitan dan keserasian antara pangkat,
jabatan Anggota Polri sejak pengangkatan pertama dalam

jabatan tertentu sampai dengan pengakhiran dinas.




10.

1k,

Penugasan adalah pemberian tugas dan tanggung jawab
kepada Anggota Polri dalam jabatan tertentu di dalam
atau di luar struktur Polri.

Sifat Penugasan adalah ciri khas tugas dan tanggung
jawab anggota Polri dalam penempatan pertama dan
lanjutan.

Penempatan Pertama adalah penugasan Anggota Polri
setelah lulus pendidikan pembentukan.

Penempatan Lanjutan adalah penugasan Anggota Polri
setelah penempatan pertama atau setelah mengikuti
pendidikan pengembangan dan pendidikan kedinasan
lainnya.

Kompetensi adalah kemampuan dan karateristik yang
dimiliki individu personel Polri berupa pengetahuan,
keterampilan, dan sikap perilaku yang diperoleh dalam
pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif
dan efisien.

Mutasi adalah pemindahan Anggota Polri dari suatu
jabatan ke jabatan lain atau antardaerah.

Eselon adalah tingkatan atau jenjang dalam jabatan
di lingkungan organisasi yang disusun sesuai peran

bidang tugas masing-masing.

Pasal 2

Sisbinkar Anggota Polri bertujuan:

el

terselenggaranya  Sisbinkar Anggota Polti secara
terencana, terarah, prosedural, konsisten, dan akuntabel
sesuai kebutuhan organisasi;

terpenuhinya kepentingan organisasi di bidang sumber
daya manusia Polri yang profesional, bermoral, dan
modern;

terselenggaranya tertib administrasi dalam sistem
informasi personel Polri; dan

terwujudnya pembinaan karier Anggota Polri secara

transparan, objektif, akuntabel, dan berkeadilan.




Pasal 3

Sisbinkar Anggota Polri dilaksanakan dengan prinsip:

a.

transparan, yaitu Sisbinkar Anggota Polri dilaksanakan
secara terbuka mulai dari perencanaan, penempatan,
mutasi, kepangkatan dan penugasan;

objektif, yaitu Sisbinkar Anggota Polri mengutamakan
kesesuaian antara Lkompetensi dengan persyaratan
jabatan yang ditetapkan;

prosedural, yaitu Sishinkar Anggota Polri dilaksanakan
sesuai ketentuan;

akuntabel, yaitu Sisbinkar Anggota Polri dapat
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
profesional, yaitu Sisbinkar Anggota Polri dilaksanakan
dengan mengutamakan kompetensi dan integritas yang
dimiliki Anggota Polri; dan

adil, yaitu setiap Anggota Polri memiliki kesempatan dan
peluang yang sama dalam Sisbinkar berdasarkan

kepangkatan, pendidikan, kompetensi, dan integritas.

BAB II
PROYEKSI PENUGASAN DAN POLA KARIER

Bagian Kesatu

Proyeksi Penugasan

Pasal 4

Proyeksi penugasan Sisbinkar Anggota Polri sebagai berikut:

a.

lulusan Akademi Kepolisian, diproyeksikan pada
penugasan sebagai pimpinan pada level manajer tingkat
pertama, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat
atas;

Ilulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana,
diproyeksikan pada penugasan sebagai perwira ahli
sesuai disiplin ilmu yang dimiliki;

lulusan Sekolah Inspektur Polisi, diproyeksikan pada
penugasan sebagai perwira pendukung pada level

manajer tingkat pertama dan manajer tingkat menengah;




d. lulusan Sekolah Alih Golongan Perwira, diproyeksikan pada
penugasan sebagai perwira pendukung pada level
manajer tingkat pertama;

e. lulusan Bintara, diproyeksikan pada penugasan sebagai
pelaksana utama tugas Polri; dan

f.  lulusan Tamtama, diproyeksikan pada penugasan

sebagai pembantu pelaksana utama tugas Polri.

Bagian Kedua

Pola Karier

Pasal 5
Pola Karier Anggota Polri meliputi:
a. karier Perwira Polri;
b. karier Bintara Polri; dan

c. karier Tamtama Polri.

Pasal 6
(1) Pola karier Perwira Polri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a dimulai sejak penugasan pada pangkat
Inspektur Polisi Dua sampai dengan Jenderal Polisi
melalui jenjang jabatan struktural atau fungsional, baik
di dalam maupun di luar struktur organisasi Polri.
(2) Pola karier Perwira Polri terbagi dalam 3 (tiga) periode
pengembangan:
a. profesi teknis kepolisian pada golongan Perwira
Pertama Polri;
b. manajerial kepolisian pada golongan Perwira
Menengah Polri; dan
c. strategis kepolisian pada golongan Perwira Tinggi

Polri.

Pasal 7
Pola karier Bintara Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf b dimulai sejak penugasan pada pangkat Brigadir

Polisi Dua sampai dengan Ajun Inspektur Polisi Satu melalui




jenjang jabatan struktural atau fungsional, baik di dalam

maupun  di luar struktur organisasi Polri.

Pasal 8
Pola karier Tamtama Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf ¢ dimulai sejak penugasan pada pangkat Bhayangkara
Dua sampai dengan Ajun Brigadir Polisi melalui jenjang

jabatan struktural atau fungsional.

BAB III
PENUGASAN

Bagian Kesatu

Penempatan Pertama Perwira Polri

Pasal 9

Penempatan Pertama Perwira Polri meliputi:

a. Penempatan Pertama Perwira lulusan Akademi
Kepolisian;

b. Penempatan Pertama Perwira lulusan Sekolah Inspektur
Polisi Sumber Sarjana;

c. Penempatan Pertama Perwira lulusan Sekolah Inspektur
Polisi; dan

d. Penempatan Pertama perwira lulusan Sekolah Alih Golongan

Perwira.

Pasal 10

(1) Penempatan Pertama Perwira lulusan Akademi Kepolisian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dengan
mempertimbangkan:

a. peringkat kelulusan pendidikan; dan
b. kebutuhan organisasi.

(2) Peringkat kelulusan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menentukan
penempatan pada zona sesuai potensi kerawanan daerah.

(3) Penempatan Pertama Perwira lulusan Akademi Kepolisian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang tugas:




(1)

(1)

(2)

a. Pembinaan Masyarakat, Intelilen dan Keamanan,
Samapta Bhayangkara, Reserse dan Lalu Lintas;
atau

b. satuan Brigade Mobil, Kepolisian Perairan dan
Kepolisian Udara sesuai kompetensi yang

dibutuhkan organisasi.

Pasal 11

Penempatan Pertama Perwira lulusan Sekolah Inspektur
Polisi Sumber Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf b dengan mempertimbangkan:
a. kompetensi bidang keilmuan; dan
b. kebutuhan organisasi.
Penempatan Pertama Perwira lulusan Sekolah Inspektur
Polisi Sumber Sarjana diarahkan untuk menduduki
jabatan pada tingkat Polres, Polda dan Mabes Polri
sebagai manajer tingkat pertama sesuai dengan disiplin
ilmu dan/atau kompetensi yang dimiliki, dengan jangka
waktu penugasan paling singkat:
a. 2 (dua) tahun untuk tingkat Kepolisian Resor; dan
b. 4 (empat) tahun untuk tingkat Kepolisian Daerah

dan Markas Besar Polri.

Pasal 12

Penempatan Perwira lulusan Sekolah Inspektur Polisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢ dengan
mempertimbangkan:
a. satuan asal pengiriman; atau
b. kebutuhan organisasi.
Penempatan Pertama Perwira lulusan Sekolah Inspektur
Polisi pada bidang tugas:
a. Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu untuk

penugasan paling singkat 6 (enam) bulan; atau
b. satuan Brigade Mobil dan Kepolisian Perairan

sesuai kompetensi yang dibutuhkan organisasi.




(1)

(2)

Pasal 13
Penempatan Perwira lulusan Sekolah Alih Golongan Perwira
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dengan
mempertimbangkan:
a. kesatuan asal; dan
b. kebutuhan organisasi.
Penempatan Perwira lulusan Sekolah Alih Golongan Perwira
pada bidang tugas Polisi tugas umum dan fungsi
operasional kepolisian pada level manajer tingkat

pertama.

Bagian Kedua

Penempatan Lanjutan Perwira Polri

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Penempatan Lanjutan Perwira Polri berdasarkan:

a.
b:

(2)

(3)

sifat penugasan;
jabatan; dan

pendidikan.

Pasal 15
Penempatan Lanjutan Perwira Polri lulusan Akademi
Kepolisian dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana,
meliputi:
a. golongan Perwira Pertama,;
b. golongan Perwira Menengah; dan
c. golongan Perwira Tinggi.
Penempatan Lanjutan Perwira Polri lulusan Sekolah
Inspektur Polisi, meliputi:
a. golongan Perwira Pertama; dan
b. golongan Perwira Menengah.
Penempatan Lanjutan Perwira Polri lulusan Sekolah Alih
Golongan Perwira hanya pada golongan Perwira Pertama

Polri.



Paragraf 2

Lulusan Akademi Kepolisian

Pasal 16

Sifat penugasan lulusan Akademi Kepolisian, meliputi:

a.

(1)

golongan Perwira Pertama, untuk:

1. meningkatkan keterampilan taktik dan teknis fungsi
operasional kepolisian; dan

2. praktek kepemimpinan dan pengambilan keputusan
pada manajer tingkat pertama;

golongan Perwira Menengah, untuk pengembangan

kemampuan:

1. manajerial tingkat menengah,;

2. konseptual fungsi staf; dan

3. taktis dan strategis operasional,

lulusan Akademi Kepolisian golongan Perwira Tinggi,

untuk:

1. membangun dan mengembangkan organisasi Polri;

2. mengembangkan kemampuan manajerial tingkat
atas; dan

3. kepemimpinan kepolisian yang bersifat strategis dan

komprehensif.

Pasal 17
Penempatan jabatan Ilulusan Akademi Kepolisian,
meliputi:
a. golongan Perwira Pertama, diarahkan untuk
menduduki jabatan:
1. eselon IV B (Inspektur) pada fungsi operasional
kepolisian di Kepolisian Resor/Kepolisian
Sektor, diutamakan pada fungsi yang bersifat
preemtif dan preventif; dan
2. eselon IV A (Ajun Komisaris Polisi) pada fungsi
pembinaan dan operasional kepolisian
di Satuan Kerja Markas Besar Polri/Kepolisian
Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor, atau

di luar struktur Polri bagi Perwira yang dinilai
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memiliki prestasi kerja dan diutamakan bagi
lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian/Sekolah Staf

dan Pimpinan Pertama;

golongan Perwira Menengah, diarahkan untuk

menduduki jabatan:
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eselon III B2 (Komisaris Polisi) pada Satuan
Kerja Markas Besar Polri/Kepolisian
Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor;
eselon III Bl (Komisaris Polisi) pada Satuan
Kerja Markas Besar Polri/Kepolisian
Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor,
khusus jabatan Wakil Kepala Kepolisian Resor
bagi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-Perguruan
Tinggi Ilmu Kepolisian/Sekolah Staf dan
Pimpinan Pertama;

eselon III A2 (Ajun Komisaris Besar Polisi) pada
Satuan Kerja Markas Besar Polri/Kepolisian
Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor,
khusus jabatan Kepala Kepolisian Resor bagi
Iulusan Sekolah Staf dan Pimpinan
Menengah /setara;

eselon III Al (Ajun Komisaris Besar Polisi) pada
Satuan Kerja Markas Besar Polri/Kepolisian
Daerah/Kepolisian Resor bagi lulusan Sekolah
Staf dan Pimpinan Menengah/setara;

eselon II B3 (Komisaris Besar Polisi) pada
Satuan Kerja Markas Besar Polri/Kepolisian
Daerah /Kepolisian Resor bagi lulusan Sekolah
Staf dan Pimpinan Menengah /setara;

eselon II B2 (Komisaris Besar Polisi) pada
Satuan Kerja Markas Besar Polri/Kepolisian
Daerah/Kepolisian Resor, khusus jabatan
Direktur pada Kepolisian Daerah Tipe A Khusus
dan jabatan Kepala Biro/Direktur pada
Kepolisian Daerah Tipe A diutamakan bagi
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lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi/
setara; dan

7. eselon II Bl (Komisaris Besar Polisi) pada
Satuan Kerja Markas Besar Polri/Kepolisian
Daerah bagi lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan
Tinggi/setara;

c. golongan Perwira Tinggi, diarahkan untuk
menduduki jabatan:

1. eselon II A (Brigadir Jenderal Polisi) dapat
diberikan bagi Perwira yang telah menduduki
jabatan eselon II Bl (Komisaris Besar Polisi)
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;

2. eselon 1 B (Inspektur Jenderal Polisi) dapat
diberikan bagi Perwira yang telah menduduki
jabatan eselon II A (Brigadir Jenderal Polisi);

3. eselon 1 A (Inspektur Jenderal Polisi) dapat
diberikan bagi Perwira yang telah menduduki
jabatan eselon I B (Inspektur Jenderal Polisi);

4. eselon I A (Komisaris Jenderal Polisi) dapat
diberikan bagi Perwira yang telah menduduki
jabatan eselon I A (Irjen Pol)/eselon I B
(Inspektur Jenderal Polisi);

5. Jenderal Pol dapat diberikan bagi Perwira yang
telah menduduki jabatan eselon I A (Komisaris
Jenderal Polisi); dan

6. eselon Il dan I di luar struktur Polri;

Penempatan jabatan pada eselon IV A, eselon III B2
sampai dengan eselon II B1, eselon II A sampai dengan
eselon I A pada fungsi pembinaan dan operasional kepolisian
dengan mempertimbangkan hasil assessment center.
Penempatan jabatan diberikan kepada perwira yang telah
memenuhi  persyaratan pendidikan, kepangkatan,
eselon/ nivelering jabatan dan penilaian kinerja.
Penugasan di luar struktur Polri diberikan bagi perwira
yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus

seleksi.
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Pasal 18

Pendidikan untuk lulusan Akademi Kepolisian, meliputi:

a. golongan perwira pertama:

1.
2.

3.
4.

Pendidikan Pengembangan Spesialisasi;

Pendidikan kedinasan Strata Satu dan Strata Dua
dalam dan Luar Negeri;

pendidikan kerja sama dalam/luar negeri; dan/atau

pendidikan pengembangan Polri;

b. golongan perwira menengah:

1%
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pendidikan kerja sama dalam /luar negeri;

Sekolah Staf Dan Pimpinan Menengah, bagi Perwira
lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-Perguruan
Tinggi Ilmu Kepolisian/Sekolah Staf dan Pimpinan
Pertama;

pendidikan kedinasan Strata Dua Magister Ilmu
Kepolisian/Kajian Ilmu Kepolisian dan Strata Tiga
Doktoral Ilmu Kepolisian;

pendidikan kedinasan Strata dua dan Strata tiga dalam
dan Luar Negeri; dan/atau

Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi/Lembaga
Ketahanan Nasional/Pendidikan dan Latihan
Kepemimpinan Tingkat I, bagi Perwira lulusan Sekolah
Staf dan Pimpinan Menengah/Pendidikan Latihan
Kepemimpinan Tingkat II;

c. golongan perwira tinggi:

1.

2.

program pendidikan singkat angkatan Lembaga
Ketahanan Nasional; dan/atau

pendidikan kerja sama dalam/luar negeri.

Paragraf 3

Lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana

Pasal 19

Sifat penugasan lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber

Sarjana, meliputi:
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golongan Perwira Pertama, untuk:

1.

penugasan sebagai manajer tingkat pertama sesuai
kompetensi bidang keilmuan yang dimiliki dan
dalam hal khusus sesuai dengan kebutuhan
organisasi; dan

praktik pengambilan keputusan yang cepat dan
tepat pada level manajerial tingkat pertama sesuai

dengan kompetensi bidang keilmuan yang dimiliki;

golongan Perwira Menengah, untuk:

1.

penugasan untuk pengembangan teknis profesional
keahlian sesuai bidang fungsi/tugasnya dengan
memadukan pengetahuan dan pengalaman praktik;
dan

meningkatkan keahlian di bidang tugasnya dan
kemampuan manajerial yang dipersiapkan untuk
menduduki jabatan manajer tingkat menengah pada

jalur keahliannya;

golongan Perwira Tinggi:

1.

pengembangan dan pemanfaatan kompetensi bidang
ilmu yang dimiliki; dan

menduduki jabatan pada level manajerial tingkat
tinggi sesuai dengan kompetensi bidang ilmu yang
dimiliki, pengalaman, pendidikan dan kinerja selama

karier di kepolisian.

Pasal 20

Penempatan jabatan lulusan Sekolah Inspektur Polisi

Sumber Sarjana, meliputi:

a.

golongan Perwira Pertama, diarahkan untuk
menduduki jabatan eselon IV B (Inspektur) dan IV A
(Ajun Komisaris Polisi) di satuan kerja Markas Besar
Polri/Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor atau
di luar struktur Polri sesuai kompetensi bidang ilmu
yvang dimiliki;

golongan perwira menengah, diarahkan untuk

menduduki jabatan:
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eselon III B2 (Komisaris Polisi) pada satuan
kerja Markas Besar Polri/Kepolisian
Daerah/Kepolisian Resor sesuai kompetensi
bidang ilmu yang dimiliki, diutamakan bagi
lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama
dan/atau strata dua;

eselon III Bl (Komisaris Polisi) pada Satuan
Kerja Markas Besar Polri/Kepolisian
Daerah/Kepolisian Resor sesuai kompetensi
bidang ilmu yang dimiliki, diutamakan bagi
lulusan sekolah staf dan pimpinan pertama
dan/atau strata dua/strata dua spesialisasi/
strata tiga;

eselon Il A2 (Ajun Komisaris Besar Polisi) pada
satuan kerja Markas Besar Polri/Kepolisian
Daerah sesuai kompetensi bidang ilmu yang
dimiliki, diutamakan bagi lulusan Sekolah Staf
dan Pimpinan Pertama dan/atau strata
dua/strata dua spesialisasi/strata tiga;

eselon III Al (Ajun Komisaris Besar Polisi) pada
Satuan Kerja Markas Besar Polri/Kepolisian
Daerah sesuai kompetensi bidang ilmu yang
dimiliki, bagi lulusan strata dua/strata dua
spesialisasi/strata tiga;

eselon II B3 (Komisaris Besar Polisi) pada
satuan kerja Markas Besar Polri/Kepolisian
Daerah sesuai kompetensi bidang ilmu yang
dimiliki, bagi Iulusan Pendidikan dan Latihan
Kepemimpinan Tingkat II dan/atau strata dua/
strata dua spesialisasi/strata tiga;

eselon II B2 (Komisaris Besar Polisi) pada
satuan kerja Markas Besar Polri/Kepolisian
Daerah sesuai kompetensi bidang ilmu yang
dimiliki, diutamakan bagi lulusan Lembaga
Ketahanan Nasional/setara dan/atau strata

dua; dan




(2)

(3)

(4)
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7. eselon [I Bl (Komisaris Besar Polisi) pada
satuan kerja Mabes Polri sesuai kompetensi
bidang ilmu yang dimiliki, bagi Ilulusan
Lembaga Ketahanan Nasional/setara dan/atau
strata tiga;

c. golongan Perwira Tinggi, diarahkan untuk
menduduki jabatan:

1. eselon II A (Brigadir Jenderal Polisi) dapat
diberikan bagi Perwira yang telah menduduki
jabatan eselon II Bl (Komisaris Besar Polisi)
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;

2. eselon I B (Inspektur Jenderal Polisi) dapat
diberikan bagi Perwira yang telah menduduki
jabatan eselon II A (Brigadir Jenderal Polisi); dan

3. eselon Il dan I di luar struktur Polri.

Penempatan jabatan eselon IV A, eselon III B2 sampai
dengan II B1, eselon II A sampai dengan eselon I B sesuai
kompetensi bidang ilmu yang dimiliki dengan
mengutamakan hasil assessment center.

Penempatan jabatan diberikan kepada perwira yang telah
memenuhi  persyaratan pendidikan, kepangkatan,
penilaian kinerja, dan eselon jabatan.

Penugasan di luar struktur Polri diberikan bagi Perwira
yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus

seleksi.

Pasal 21

Pendidikan untuk lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber

Sarjana, meliputi:

a.

golongan Perwira Pertama:

1. pendidikan Pengembangan Spesialisasi;

2. Pendidikan kerja sama dalam /luar negeri;

3. Pendidikan kedinasan Strata Dua/Strata Dua
Spesialisasi dalam dan luar negeri; dan

4. Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama/Pendidikan dan
Latihan Kepemimpinan Tingkat III;
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b. golongan Perwira Menengah:

1
2.

pendidikan kerja sama dalam /luar negeri;
pendidikan kedinasan Strata Dua/Strata Dua
Spesialisasi dan Strata Tiga dalam dan luar negeri;
dan

Lembaga Ketahanan Nasional/Pendidikan dan Latihan
Kepemimpinan Tingkat I, bagi Perwira lulusan
Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat II;

c. golongan Perwira Tinggi:

I

Program Pendidikan Singkat Angkatan Lembaga
Ketahanan Nasional; dan :

pendidikan kerja sama dalam/luar negeri.

Paragraf 4
Lulusan Sekolah Inspektur Polisi

Pasal 22

Sifat penugasan Iulusan Sekolah Inspektur Polisi:

a. golongan Perwira Pertama, untuk:

1

memimpin penugasan lapis depan pada satuan
setingkat Kepolisian Resor/Kepolisian Sektor/
Peleton/Unit; dan

menduduki jabatan pada manajer tingkat pertama
dan mempraktikkan atau mengembangkan kepemimpinan

di lapangan;

b. golongan Perwira Menengah, untuk:

1.

pengembangan kecakapan manajerial menengah
kepolisian sesuai dengan  kompetensi dan
pengalaman yang dimiliki; dan

menduduki jabatan sebagai staf pembinaan dan

operasional pada level manajer tingkat menengah.

Pasal 23

(1) Penempatan jabatan lulusan Sekolah Inspektur Polisi:

a.

golongan Pama, diarahkan untuk menduduki
jabatan eselon IV B (Inspektur) dan IV A (Ajun

Komisaris Polisi) di satuan kerja Markas Besar




(2)

(3)
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Polri/Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor atau

di luar struktur Polri sesuai kompetensi bidang ilmu

yang dimiliki.

b. golongan Perwira Menengah, diarahkan untuk
menduduki jabatan:

1. eselon III B2 (Komisaris Polisi) dan III Bl
(Komisaris Polisi) pada satuan kerja Markas
Besar Polri/Kepolisian Daerah /Kepolisian
Resor/Kepolisian Sektor diutamakan bagi
lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama;

2. eselon III A2 (Ajun Komisaris Besar Polisi) pada
satuan kerja Markas Besar Polri/Kepolisian
Daerah/Kepolisian Resor/Kepolisian  Sektor
diutamakan bagi lulusan Sekolah Staf dan
Pimpinan Pertama/Pendidikan dan Latihan
Kepemimpinan Tingkat III;

3. eselon III Al (Ajun Komisaris Besar Polisi) pada
satuan kerja Markas Besar Polri/Kepolisian
Daerah/Kepolisian Resor bagi lulusan Sekolah
Staf dan Pimpinan Menengah/Pendidikan dan
Latihan Kepemimpinan tingkat II; dan

4. eselon II B3 (Komisaris Besar Polisi) pada
satuan kerja Mabes Polri bagi lulusan Sekolah
Staf dan Pimpinan Menengah /Pendidikan dan
Latihan Kepemimpinan Tingkat II.

Penempatan jabatan pada eselon IV A, eselon III B2
sampai dengan III A2, pada fungsi pembinaan dan
operasional Kkepolisian dengan mengutamakan hasil
assessment center.

Penempatan jabatan diberikan kepada Perwira yang telah
memenuhi  persyaratan pendidikan, kepangkatan,
penilaian kinerja, dan eselon/ nivellering jabatan.
Penugasan di luar struktur Polri diberikan bagi Perwira
yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus

seleksi.
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Pasal 24
Pendidikan untuk lulusan Sekolah Inspektur Polisi:
a. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi;
b. Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama/Pendidikan dan
Latihan Kepemimpinan Tingkat III; dan
c. Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah/Pendidikan dan
Latihan Kepemimpinan Tingkat II.

Paragraf 5
Lulusan Sekolah Alih Golongan Perwira

Pasal 25
Sifat penugasan lulusan Sekolah Alih Golongan Perwira, untuk:
a. memimpin penugasan lapis depan pada satuan setingkat
Kepolisian Sektor/Peleton/Unit atau dalam hal khusus
menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi; dan
b. menduduki jabatan pada level manajer tingkat pertama
dan mempraktikkan atau mengembangkan kepemimpinan

di lapangan.

Pasal 26
Penempatan jabatan lulusan Sekolah Alih Golongan Perwira,
diarahkan untuk menduduki jabatan eselon IV B (Inspektur)
dan IV A (Ajun Komisaris Polisi) pada fungsi pembinaan atau
operasional di lingkungan Polri atau di luar struktur Polri bagi

Perwira yang menunjukkan prestasi kerja baik.

Bagian Ketiga

Penempatan Pertama Bintara Polri

Pasal 27
(1) Penempatan pertama Bintara Polri, diarahkan untuk:
a. penugasan dengan mengutamakan daerah/satuan
kewilayahan pada bidang operasional;
b. mengemban pelaksana utama tugas umum Polri

di lapangan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
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c. ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan fungsi
penugasannya, bagi yang memiliki kualifikasi
khusus.

(2) Dalam hal khusus penempatan Bintara Polri dapat
ditugaskan di luar struktur Polri sepanjang memenuhi

persyaratan dan lulus seleksi.

Pasal 28
Pendidikan untuk lulusan Bintara Polri:
a. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi; dan
b. Sekolah Inspektur Polisi/Sekolah Alih Golongan Perwira.

Bagian Keempat

Penempatan Pertama Tamtama Polri

Pasal 29

Penempatan Pertama Tamtama Polri diarahkan untuk:

a. penugasan di daerah/satuan kewilayahan pada bidang
pembinaan atau operasional kepolisian;

b. penugasan sebagai pembantu pelaksana utama tugas
umum Polri; dan

c. ditempatkan sesuai dengan fungsi penugasannya, bagi
yang memiliki kualifikasi khusus.

Pasal 30
Pendidikan untuk lulusan Tamtama:
a. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi; dan

b. Sekolah Alih Golongan Bintara.

Bagian Kelima

Mutasi dan Pangkat

Pasal 31
(1) Penugasan dalam Sisbinkar anggota Polri
dilaksanakan:

a. melalui proses mutasi; dan




(2)

(1)

(2)

(3)

slags

b. dengan memperhatikan kepangkatan yang
mencerminkan peran, fungsi, kemampuan dan
sebagai keabsahan wewenang dan tanggung
jawab dalam penugasannya.

Ketentuan tentang Mutasi dan  kepangkatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 32

Pengawasan terhadap penyelenggaraan  Sisbinkar

Anggota Polri dilaksanakan oleh fungsi pengawasan

secara berjenjang.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sebagai berikut:

a. secara fungsional organisasi Polri oleh Inspektorat
Pengawasan Umum Polri/Inspektorat Pengawasan
Daerah/Seksi Pengawasan dan Divisi Profesi dan
Pengamanan Polri/Bidang Profesi dan Pengamanan
Kepolisian Daerah/Seksi Profesi dan Pengamanan
secara berjenjang;

b. secara operasional oleh Markas Besar Polri
terhadap Polda dalam bentuk asistensi, monitoring
dan evaluasi; dan

c.  secara operasional oleh Kepolisian Daerah terhadap
Kepolisian Resor dalam bentuk Analisis dan
Evaluasi dan/atau asistensi.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan  Sisbinkar

Anggota Polri dapat mengikutsertakan pengawas

eksternal.
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Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 33
(1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Sisbinkar
Anggota Polri dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat
Markas Besar Polri sampai dengan tingkat Kepolisian
Resor.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dalam bentuk supervisi, monitoring,

evaluasi dan pelaporan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Surat Keputusan
Kapolri No.Pol.: Skep/977/XI1/2004 tanggal 28 Desember
2004 tentang Pedoman Administrasi Pembinaan Karier

Anggota Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 November 2016

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
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Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan yang kompeten,
kompetitif, beretika, dan patuh pada ketentuan yang berlaku serta guna membangun
hubungan industrial yang harmonis di perusahaan diperlukan bagian SDM/Human Resources
Departement (HRD) yang memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja
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Berkaitan dengan hal tersebut, Kemnaker sebagai instansi pembina teknis di bidang
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SDM/HRD pada perusahaan masing-masing.
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